PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan aset daerah
yang merupakan objek kekayaan daerah yang termasuk jenis
barang tidak bergerak, perlu untuk melakukan Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Menetapkan

16.
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18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor
18);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) diubah
sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 angka, yakni angka 13, 14, 15, 16 yang
berbunyi :

13.

14.

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan
yang berwujud cair.

Air adalah semua jenis air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
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15. Laboratorium lingkungan adalah Laboratorium lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

16. Laboratorium Kesehatan Air adalah laboratorium kesehatan air pada
Dinas Kesehatan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

b. Barang Tidak Bergerak meliputi tanah, bangunan, radio siaran
pemerintah daerah (RSPD), laboratorium Badan Lingkungan Hidup,
Laboratorium Kesehatan Air pada Dinas Kesehatan, Wisma Sultan
Sulaiman dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai
barang tidak bergerak.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | ditambahkan Lampiran IA yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 21
Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Tahun 1999
Nomor 13 Seri B Nomor Seri 5);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 27
Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Tahun 1999 Nomor 19
Seri B Nomor Seri 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 27
Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 03) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 31
Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Tahun 1999 Nomor 23
Seri B Nomor Seri 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 31
Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor Seri
07) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 36
Tahun 1998 tentang Retribusi tempat Pendaratan Kapal (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Tahun 1999 Nomor 28
Seri B Nomor Seri 20) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Nomor 38
Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banjar Tahun 1999
Nomor 29 Seri B Nomor Seri 21);
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20
Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Banjar Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor Seri 13)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat [1 Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang

Retribusi terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002
Nomor 30 Seri C Nomor Seri 06]

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2009 Nomor 03} ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batumulia (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 08,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pariwisata yang substansinya khusus mengatur
tentang Retribusi Izin Pariwisata {Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 11).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar.

Ditetapkan di Martapura
- padesianggal 1 Agustus 2012
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Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2012
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